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PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAERAH. 

 

ABSTRAK :  -  bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang yang harus dipenuhi guna 

meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur 

penyelenggaraan kesehatan daerah; 

 - bahwa untuk memberikan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat 

serta tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, perlu adanya penyelenggaraan 

kesehatan daerah; 

 - bahwa UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan penyelenggaraan 

kesehatan harus dilakukan secara berjenjang baik di pusat maupun di daerah serta 

dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh oleh 

pemerintah daerah dan masyarakat; 

- Dasar hukum pembentukkan peraturan ini adalah UUD NKRI Tahun 1945, UU No. 38 

Tahun 2000, UU No. 24 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2024, 

Perpres No. 82 Tahun 2015. 

- Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang Ketentuan Umum, maksud, tujuan dan 

ruang lingkup, tanggungjawab dan kewenangan, upaya kesehatan, sumber daya manusia 

kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, manajemen dan informasi 

kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, perlindungan tenaga medis dan 

tenaga kesehatan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pembinaan dan 

pengawasan, jaminan kesehatan daerah, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan 

peralihan dan ketentuan penutup.  

 

CATATAN :  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 16 Juli 2025.  

- Perizinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum peraturan daerah ini 

diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 

- Peraturan daerah ini mencabut peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan program 

jaminan kesehatan nasional. 

- Batang Tubuh 45 hlm 

- Penjelasan 7 hlm 

 


